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KATA PENGANTAR PENULIS

uji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

rahmat dan karunia-Nya, penulisan dan penyusunan

buku berjudul "Rekonstruksi Politik Hukum Pemilihan

Kepala Daerah" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku

ini hadir sebagai bentuk kontribusi akademik dalam
menjawab kompleksitas permasalahan regulasi dan praktik politik
hukum yang mengiringi dinamika pemilihan kepala daerah
(Pilkada) di Indonesia, sekaligus menjadi refleksi terhadap
pentingnya landasan keadilan yang berakar pada nilai-nilai
Pancasila.

Pilkada merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem
demokrasi di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, regulasi yang
mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah tidak jarang
menghadapi berbagai persoalan, baik dari aspek struktur hukum,
substansi hukum, maupun budaya hukum yang melingkupinya.
Ketidakseimbangan dalam ketiga elemen tersebut dapat
menghambat terwujudnya sistem pemilihan yang adil, transparan,
dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Buku ini terbagi ke dalam tujuh bab yang disusun secara
sistematis. Mulai dari pendahuluan hingga pentingnya keadilan
Pancasila sebagai basis normatif dan filosofis dalam merumuskan
serta merekonstruksi politik hukum Pilkada di masa depan,
termasuk pembahasan perbandingan dengan sistem pemilihan di
beberapa negara lain.

Harapannya, buku ini tidak hanya menjadi rujukan bagi
akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan, tetapi juga
membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai perlunya
perombakan paradigma dalam politik hukum pemilihan kepala
daerah yang lebih demokratis, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-
nilai luhur bangsa.
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Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak
yang telah memberikan dukungan, baik berupa masukan
intelektual maupun semangat moral, sehingga buku ini dapat
tersusun dan diterbitkan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat
diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Banjarmasin, 10 Mei 2024

Fajrian Noor Anugrah
Penulis
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